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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang

|

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daersh (DPRD) berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
iambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daersh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun
Anggaran 2010,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1963 (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajek Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685)
scbagaimans telah diubsh dengan Undeng-Undang 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048); '

4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolchan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 temtang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembearan Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembearan Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 temang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353) ;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang — undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keusngan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahan 2004 tentang Sistemn Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3952);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
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Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 temtang Perimbangan Keusngan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama
dan  Pemindaban Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten
Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090 ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perobahian atas Peraturant Pemerimah Nomor 24 Tahan 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4540);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambehan Lemberan
Negara Republik Indonesia Nomor  4576);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahen Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinetja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

28. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 11);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Dana Cadangan {Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2007 Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2003 Nomer 13);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2006 temtang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2006 Nomor 6);

34, Peraturan Daersh Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 2);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Perubshan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran
2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 4).
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Dengan Persetujusn Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
‘berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
¢. Laporan Arus Kas;
d. Catatan atas [.aporan K.cuangan;

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
ikdrtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun
Anggaran 2010, dengan rincian scbagai berikut :

a. Pendapatan ............coeeevennne . Rp. 680.876.876.035,78
b Belia nsusvirmnsoaes Rp 689.729.076.683.91
Surplus/Defisit .......vzereerersaa Rp (8.852.200.648,13)

c. Pembiayaan ............cccueeenen.
- Penerimaatt..........covocveveeeeeee. Rp 125.223.172.540,87
- Pengeluaran...............c..eoe..  Rp____3.813.440.500.16
Pembiayaan Netto............... Rp 121.409.732.040,71

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan scjumlah
Rp 6.488.447.845,41 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah
Perubahan........c.cocvvvnirireniann, Rp 674.388.428.190,37
b. Realisasi ..... .cooovvevervariiininnanas Rp 680.876.876.035.78

Selisih Lebih/(Kurang) .............. Rp 6.488.447.84541



(2) Selisih Anggaran dengan  Realisasi Belanja  sejumlah Rp
(65.227.540.882,33) dengan rincian sebagai berikut
a. Anggaran Belanja setelah

Perubahan.........oooviiiiinniiiiiancansns Rp 754.956.617.566,24
b. Realisasi......cccocevvviiiviiiniiiinnannns Rp 689.729.076.683.91
Selisih Lebib/(Kurang).................. Rp (65.227.540.882,33)

(3) Selisth  Anggaran  dengan Realisasi Surplus/Defisit  sejumiah
Rp 71.715.988.727,74 dengan rincian sebagai berikut :

8. Surplus/Defisit setelah Perubahan..... Rp ( 80.568.189.375,87)

T L U — Rp( 8.852.200.648.13)
Selisih Lebih/(Kurang).........c.co... Rp  71.715.988.727,74

(4) Selisth Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan, terdiri atas :
a, Peperimaan sejumlah Rp (2.775.723.000,00) dengan rincian sebagai

berikut :
1. Anggaran Penerimaaan Pembiayaan
Setelah Perubahan .................. Rp 127.998.895.540,87
p 20 01 R —— 125.223.172.540.87
Selisih lebih/(kurang)................ Rp (2.775.723.000,00)
b. Pengetuarann Pembiayaan sejumlah Rp (61.559.499,84) dengan rincian
sebagai berikut :
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Setelah Perubahan ................... Rp 3.875.000.000,00
2. Realisasi.., cerresensenns Rp 3.813.440.500.16
Selisih leblh/(km'ang) ................ Rp (61.559.499 84)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah
Rp. (2.714.163.500,16) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan Netto

setelah perubahan ..................... Rp 124.123.895.540,87

b. RealiSasi ...oooveenememaimaieaaeennnnnen. 121.409.737 71

Selisih lebib/(kurang) .................. Rp. (2.714.163.500,16)
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b pada tanggal 31 Desember
Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

a. Jumlah asset Rp 1.427.628.754.138,90

b. Jumlah utang Rp  7.060.567.872,82

¢. Jumlah Ekuitas Dana Rp 1.420.568.186.266,08
Pasal §

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf ¢ pada tanggal
31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2010 Rp. 110.980.726.932,87
b. Arus kas dari aktivitas operasi Pemkab  Rp  75.513.391.558,74
¢. Arus kas dari aktivitas investasi

asset non keuangan Rp (85.550.304.602,87)



d. Arus kas dani aktivitas pembiayaan

¢. Arus kas dan aktivilas non anggaran

f. Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan
g Saldo akhir di Bend Penerimaan SKPD

i. Saldo akhir kas BLUD

jJ. Saldo akhir kas Bendahara Penerimaan BLUD

1. Saldo akhir kas

9.449.336.499,84
979.668.608,00
110.967.268.769,58
$.220.000,00
1.184.712.396,00
31.736.380,00
112.597.487.772,58

FE88858€

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimang dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun
Anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran 1
Lampiran L1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7
Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10

Lampiran .11
b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV

Laporan Realisasi Anggaran

Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;

Rincian Laporan Realisasi Anggaran Mesurut
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
Dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program
Dan Kegiatan;

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Dacrash dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuvangan Negara;

Dafiar Piutang Dacrah;

Dafiar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset
Lainnya;

Daflar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan
Sampaikan Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Daftar Dana Cadangan;

Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah;

Neraca,

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;



Pasal 8

Lampiran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu ikhtisar
laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan  kepala daerah tentang  penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anpgaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2010

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Persturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo.

Diundangkan' can di Situbondo

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 20611 NOMOR 17/
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